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ABSTRAK 

 

Adanya kekosongan hukum dan kontradiksi antara putusan hakim yang berkaitan 

dengan purchase order menimbulkan dilema mengenai kedudukan purchase order 

dalam konstruksi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis dengan 

tujuan untuk mengetahui kedudukan purchase order dalam konstruksi hukum 

perjanjian di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran 

terhadap ketentuan dalam purchase order. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Melalui penelitian diketahui bahwa purchase 

order dapat diakui sebagai perjanjian sepanjang dokumen tersebut memenuhi 

syarat-syarat sahnya perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun 

pelanggaran ketentuan dalam purchase order merupakan suatu perbuatan 

wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. 

Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut, purchase order memiliki kekuatan yang 

lemah sebagai alat bukti, sehingga akan lebih baik apabila terdapat perjanjian jual 

beli yang dibuat oleh para pihak bersama pejabat yang berwenang sebagai 

pelengkap dari purchase order agar ada alat bukti sempurna yang dapat digunakan 

apabila terjadi sengketa yang tak diinginkan di kemudian hari. 

 

Kata kunci : Purchase Order, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

 

The absence of legal regulations and contradictions between judge decisions 

relating to purchase orders causes a dilemma regarding the position of purchase 

orders in the construction of law in Indonesia. The paper was written to know the 

position of purchase order documents in the construction of contract law in 

Indonesia and to determine the legal consequences of a breach of a purchase order. 

This paper used a normative juridical method, with statute and case approaches to 

approach the problems. Based on the study results, a purchase order can be 

recognized as an agreement if the document meets the required elements to be a 

legally enforceable contract signed by all parties. Next to it, the breach of a 

purchase order is an act of default, and the parties can resolve it through litigation 

or non-litigation dispute resolution. The aggrieved party can use a purchase order 

as evidence to settle the contract default, but a purchase order document is a weak 

evidence. Based on that, it would be better if the parties made a sale agreement 

with the authorized officials to complement the purchase order document, so there 

would be perfect evidence if something terrible happened to the deal in the future. 

 

Keywords : Purchase Order, Sale Agreement, Default. 
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